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ABSTRACT

The authority to make a certificate of inheritance in Indonesia is inseparable from the
pluralism of the application of inheritance law in Indonesia. Especially in the city of
Surabaya, East Java, Indonesia, an inheritance rule was made with the hope that the
regulation could be applied to the needs of the community in making an inheritance
certificate and used as a guide in the settlement of inheritance matters. If it is related
to the Regulation of the Minister of Agrarian and Spatial Planning / Head of the
National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 16 of 2021 concerning
the Third Amendment to the Regulation of the State Minister of Agrarian Affairs /
Head of the National Land Agency Number 3 of 1997 concerning Provisions for the
Implementation of Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land
Registration, in making a certificate of inheritance in the Regulation of the Minister of
Agrarian Affairs and Spatial Planning / Head of the National Land Agency of the
Republic of Indonesia Number 24 of 1997 divided into 3 (three) systems for making
an inheritance certificate with 3 (three) institutions or officials issuing it, but in the
Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning / Head of the
National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 16 of 2021 there is no
division of classification but there are 3 (institutions) that issue. So that this is not in
line with the Surabaya Mayor's Regulation which formulates that there is a division of
occupation and only for 1 (one) level of family relationship. Thus, there is an
incoherence in the 2 (two) regulations, namely in the Regulation of the Minister of
Agrarian Affairs and Spatial Planning / Head of the National Land Agency of the
Republic of Indonesia Number 16 of 2021 in Article 111, it is formulated that there is
no division of population classification in making inheritance certificates and is not
formulated related to the degree or classification of heirs, but in Surabaya Mayor
Regulation Number 50 of 2021 concerning Procedures for Service of Heir
Certificates, there is a formulation in Article 2, that the making of inheritance
certificates in Surabaya is intended for native Indonesians and only for 1 (one) person.
) the level of family relationship, namely parents and children. This research is a legal
research to solve legal issues faced by literature study examining primary legal
materials and secondary legal materials. The approach used is a statutory approach
and a conceptual approach. The results of this study indicate that the Mayor of
Surabaya Regulation Number 50 of 2021 concerning Procedures for Service
Certificates of Heirs must be harmonized with the latest legislation related to the
making of certificates of inheritance and the Notary is the only official who can make
a certificate of inheritance because Notary's broad competence can produce civil
evidence.

Keywords: devisor, heir, certificate of inheritance, notary



ABSTRAK

Kewenangan pembuatan surat keterangan waris di Indonesi tidak terlepas dari
pluralisme penerapan hukum waris di Indonesia. Terkhusus di Kota Surabaya, Jawa
Timur, Indonesia, dibuatlah aturan waris dengan harapan bahwa aturan tersebut dapat
diterapkan guna kebutuhan masyarakat dalam pembuatan surat keterangan waris dan
dijadikan pedoman dalam penyelesaian terkait urusan waris. Apabila dikaitkan
dengan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3
Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
1997 Tentang Pendaftaran Tanah, dalam pembuatan surat keterangan waris dalam
Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 dibagi 3 (tiga) sistem pembuatan surat
keterangan waris dengan 3 (tiga) lembaga atau pejabat yang mengeluarkan, namun
dalam Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tidak ada pembagian
penggolongan namun terdapat 3 (lembaga) yang mengerluarkan. Sehingga hal ini
tidak selaras dengan Peraturan Walikota Surabaya tersebut yang merumuskan bahwa
adanya pembagian penggolongan pendudukan dan hanya untuk 1 (satu) tingkat
hubungan keluarga saja. Sehingga, terjadi inkoherensi dalam 2 (dua) peraturan
tersebut ialah dalam Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 dalam Pasal 111,
dirumuskan bahwa sudah tidak ada pembagian penggolongan penduduk dalam
pembuatan surat keterangan waris dan tidak dirumuskan terakit dengan derajat atau
penggolongan ahli waris, namun dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 50
Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris, terdapat
rumusan dalam Pasal 2, bahwa pembuatan surat keterangan waris di Surabaya
diperuntukan bagi penduduk Indonesia asli dan hanya untuk 1 (satu) tingkat hubungan
keluarga yakni orang tua dengan anak. Penelitian ini adalah penelitian hukum untuk
memecahkan isu hukum yang dihadapi dengan studi kepustakaan meneliti bahan
hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pendekatan yang digunakan adalah
pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari
penelitian ini menunjukan bahwa Peraturan Walikota Surabaya Nomor 50 Tahun
2021 tentang Tata Cara Pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris harus diselaraskan
dengan Peraturan Perundang-Undangan yang terbaru terkait dengan pembuatan suratk
keterangan waris dan Notaris merupakan satu-satunya pejabat yang dapat membuat
surat keterangan waris karena kompetensi Notaris yang luas dapat pembuatan alat
bukti keperdataan.

Kata Kunci : pewaris, ahli waris, surat keterangan waris, notaris
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